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BAB |
PENDAHULUAN

|.  Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan
negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, dan untuk menciptakan good goverance
sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan
negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pemerintah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai padoman dalam pengelolaan
keuangan negara/daerah.
SPIP diartikan sebagai proses integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
empat pilar, yaitu :
1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan
2. Keandalan pelaporan keuangan
3. Penamanan asset Negara
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir
Selatan, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari
sepenuhnya akan pentingnya penerapan SPIP dalam melaksanakan tugas dan
fungsi organisasi. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan
efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat sehingga diperlukan suatu
rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah
penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir

Selatan.
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Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan adaiah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 tahun 2011 tentang
penyelenggaraan system pengendalian intern Pemerintah di lingkungan
pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 700/58/Kpts/BPT-PS/2017 tentang
pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Inten
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang
berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi
dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada serta
mengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen
ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan,
sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan
bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka membangun
pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan
dan atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

%
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V. Ruang Lingkup
Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas
kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
di tingkat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir
Selatan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran
pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

E
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BAB I
SEKILAS TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

A. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008, Sistem Pengedalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang
integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan
terhadap perundang-undangan sedangkan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.

SPI dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Definisi SPI dan SPIP di
atas dipahami oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Pesisir Selatan sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan
oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses
kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna
mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus
dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan asset negara/daerah
yang diamanatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan, menjamin tersedianya laporan manajerial yang
handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif
keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan
pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi
dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan

memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut
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dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundangan-undangan.
C. Unsur - unsur SPIP
Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern
sebagai berikut:
1. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah
yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun
lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu
atmosfir yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem
pengendalian intern dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. Lingkungan pengendalian akan efektif
bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami
tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengtahuan yang
memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan
apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan
prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan
dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting
karena pemimpin berperan sebagai tone at the top (penentu “irama’
organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan
menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem
pengendalian intern, yaitu:
a. Penegakan integritas dan nilai etika:
Komitmen terhadap kompetensi:
Kepemimpinan yang kondusif:
Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

- ® a0 o

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang

pembinaan sumber daya manusia:

. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah van efektif;
i——___h___%_%_gu_
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h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan
risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui
tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko
merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Aktivitas Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk
mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur
untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan
secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari
aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan-tujuan
pengendalian yang telah ditetapkan.
Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sekurang-
kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian
dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu prevention and mitigation.
Pengendalian yang bersifat prevention merupakan kegiatan pengendalian
yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko.
Sedangkan pengendalian yang bersifat mitigation merupakan kegiatan
pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan
apabila terjadi suatu peristiwa.
Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebihdiutamakan pada kegiatan
pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko,
sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu
memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.
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4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar
pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi
organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan
mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi
yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap
dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian
informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak
langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstrukif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka
penyelenggarakan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran
informasi  yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan
mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup
pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat
melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan
tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan.

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu
kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan
bahwa rekomendasi hasil audit dan reviuw lainnya dapat ditindaklanjuti.
Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk
memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang
diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperiukan telah dilaksanakan
sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan
Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD

telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern vyan
————__‘__ﬁ%‘?“;xi
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memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun
bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa
konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern
memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan
sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Pesisir Selatan memandang perlu menjalankan siklus
penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan
sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan
evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung
penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal
ini disebabkan sejauhmana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian
menunjukan sejauhmana pengendalian telah dijalankan.

%—
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BAB Il
PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik
Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur
pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki
pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang
baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP
lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan
pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir’ yang kondusif yang
mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif
dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir
Selatan.
Secara khusus,pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan
untuk:
1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika:
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi:
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif:
4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang
tepat;
5. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan
efektif; dan
6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.
B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini
Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:
1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan:

%
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Seluruh lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Pesisir Selatan (3 Bidang dan 1 Sekretariat) telah melaksanakan survey
persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang
tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu
melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian
seluruh bidang dan sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan
Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1:
Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian
No Skor Keterangan
1 1 Tidak Memadai
2 2 Kurang Memadai
3. 3 Cukup Memadai
4 4 Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan untuk
menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga
mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif
dan efisien dari seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang tertuang pada table dibawah ini:

%_—_ﬁ_
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Tabel 2 : Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No. Sub Unsur Kondisi r
1 | Penegakan Integritas Dan Nilai Etika Kurang Memadai
2 | Komitmen terhadap Kompetensi Cukup Memadai
. 3. | Kepemimpinan yang Kondusif Cukup Memadai

Pembentukan Struktur Organisasi yang :
4. . Cukup Memadai |
Sesuai dengan Kebutuhan '

Pendelegasian Wewenang dan Tanggung ‘
5. Cukup Memadai
Jawab yang tepat

Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang .
) Cukup Memadai
6. | Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya

Manusia
. Perwujudan peran Aparat Pengawasan Memadai
* | Internal Pemerintah yang Efektif |
g Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Cukup Memadai

Pemerintah Terkait

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling
penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya
Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong
terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisen dan efektif dari seluruh
pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas
perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk
menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan
organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan
Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukan masih adanya
kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

%
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Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini
langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk
segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan
No. Sub Unsur
Pengendalian

. Menyusun kode etik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Penegakan Integritas o

I o Ruang Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu kepada
Dan Nilai Etika
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.

Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Pesisir Selatan

Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan
terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap
aturan kode etik.

_ Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi
Komitmen terhadap ) ) i )

1l o pada masing-masing posisi pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Kompetensi .

Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing

posisi di Dinas Pekerjgan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan

Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan  untuk
membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan
kompetensi pekerjaannya

L Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Dinas
Struktur Organisasi ' o
) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir
i | yang Sesuai dengan ) ) ) . _
Selatan (disesuaikan dengan tipelogi SOTK Dinas Pekerjaan

Kebutuhan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan)
Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab
pimpinan masing-masing pejabat dalam Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
[ o Pendelegasian Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai
| Wewenang dan dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaiaLJ
%
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Tanggung Jawab

tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan

Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud
diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab
yang diberikan terkait dengan pihak lain di Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami
bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait
dengan penerapan SPIP

Penyusunan dan
penerapan kebijakan

Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai

V | yang sehat tentang
pembinaan sumber
daya manusia
Memberikan prioritas pengembangan SDM Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan untuk
menunjang kegiatan
Perwujudan peran Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,
- Aparat Pengawasan kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan
Internal Pemerintah penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum
vang Efektif dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas
manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Pesisir Selatan
Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama
Hubungan Kerja yang | yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat
VIl | baik dengan Instansi Koordinasi antar SKPD serta adanya pemeriksaan rutin dari

Pemerintah Terkait

BPK dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

Rencana Tindak Pengendalian
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
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BAB IV
RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai
atas tercapainya tujuan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan. Dalam Tahun 2019, rencana tindak pengendalian yang disusun
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai
tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan,
dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi,

Pelayanan Dasar dan Pengembangan Wilayah
2. Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan

B. Risiko-risiko
Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang
mengancam pencapaian tujuan dari misi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat risiko-risiko yang
menjadi prioritas untuk ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

Risiko atas pencapaian tujuan 1:

- Kurangnya alokasi dana yang diberikan pada OPD bersangkutan

- Kurang lengkapnya update data jalan dalam kondisi mantap

- Kurang tercapainya persentase jalan dalam kondisi mantap tiap tahunnya

e e —————————
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karena adanya overload beban muatan pada jalan
Risiko Pencapaian Tujuan 2:
- Keterbatasan anggaran dalam penggantian jembatan yang rusak
- Kurang lengkapnya data jumlah jembatan dalam kondisi baik
Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai
berikut :

Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2

C. Kegiatan Pengendalian Terpasang
Sampai saat ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan telah membangun berbagai pengendalian untuk
pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa pengendalian tersebut
dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah
dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian

tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara lain sebagai
=e—ror_____ e e
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berikut :

a. Kegiatan Peningkatan jalan kabupaten
1. Pengusulan Dana Ke APBN
2. Update data jalan sudah di input
3. Adanya pemasangan rambu jalan

b. Kegiatan Pembangunan Jembatan Kabupaten
1. Pendataan jumlah jembatan dilakukan pada tahun berjalan
2. Pengusulan dana melalui proposal ke Kementrian Pekerjaan

Umum

c. Kegiatan Pembangunan SPAM IKK

1. Pengusulan dana Ke APBN

D. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan
1. Perlunya percepatan pendataan kondisi jalan
2. Adanya pengawasan di berbagai pihak pada tonase kendaraan yang
memakai jalan

3. Butuhny percepatan Pendataan data jembatan dalam kondisi baik

4. SOP pengadaan, Renja dan Renstra
Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan
dan standar operasi prosedur yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi.
Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka

mengatasi risiko tertuang dalam lampiran 3.

%
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BABYV
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan
komunikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung jalannya
pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu
diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan pengendalian yang dibangun
sesuai dengan rencana dalam RTP adalah:
a. Kegiatan Peningkatan Jalan
- Surat undangan, bahan expost, laptop, infokus, dll
- Dokumen
Rakor
b. Kegiatan Peningkatan Jembatan kabupaten
- Dokumen
- Jadwal Kunjungan/ sosialiasi
- Undangan dll
c. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Air Minum
- Undangan, bahan expost, laptop, infokus, dl|
- MOu di

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka

pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 4.

%
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BAB Vi
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan
untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan
efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperiukan dilaksanakan.
Pemantauan dan evaiuasi yang dilaksanakan meliputi :
1. Pemantauan Berkelanjutan
Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk
meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana
seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pemantauan
Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pemilik risiko akan
melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini
dilaksanakan oleh Kepala Dinas pada setiap kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-
masing. Pemantauan berkelanjutan di Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan risiko-risiko
yang ada meliputi sebagai berikut:
- Pemantauan terhadap pembentukan kode etik Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pemantauan terhadap SOP kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pemantauan dan Evaluasi atas penerapan standar kompetensi dan
penempatan SDM.
- Pemantauan terhadap serapan atau realisasi belanja APBD Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuan pada

lampiran 5
%
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BAB VI
PENUTUP

Rencanza Tindak Pengendalian intern Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 merupakan salah satu
dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan
dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien,
keandalan pelaporan Keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas peiaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan
evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar
pertimbangan pembuatan Statement of Responsibility dalam laporan
keuangan.

Pesisir Selatan, April 2019
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Rencana Tindak Pengendalian 19
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Identifikasi Tujuan Strategis

L
; Kegiatan yang mendukun éa aian
No Misi Tujuan Sasaran & Y ._g ¥k b il
tujuan/sasaran
1 2 3 4 5 '

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur
Perekonomian dan Infrastruktur Sosial vang terkait
dengan sektor unggulan daerah

1. Meningkatkan penyediaan
infrastruktur untuk pertumbuhan
ekonoml, pelayanan dasar dan
pengembangan wilayah

1. Meningkatnya kuslitas dan
Kuantitas jalan dan jembatan

- Peningkatan Jalan Kabupaten

2. Pembangunan Jalan Kabupaten
3. Pembangunan Jembatan Kabupaten
4. Pemeliharaan Jalan Kabupaten
5. Pemeliharaan Jembatan Kabupaten
6. Pembangunan saluran drainase dan frotoar

2. Meningkatnya pemenuhan 1. Pembangunan Infrastruktur air minum

kebutuhan sarana dan prasarana

pelayanan dasar masyarakat
2, Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Barsih Kab, Pesisir Selatan
3. Pembangunan Prasarana Sanitasi
4. Optimalisasi Peningkatan Program Pamsimas
5. Pengembangan Hibah Air Minum

| 8. Pembangunan Pamsimas Reguler

3. Meningkatnya sarana dan 1. Pembangunan Gedung kantor

Prasarana peiayanan publik
2. Rehabiiitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

2. Meningkatkan kusiitas SeRataan 1. Meningkatkanya pelaksanaan 1. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
penataan ruang dan penataan
fuang dan penataan bangunan
bangunan
2. Opsrasional Pengendalian dan Pengawasan Ruang

2. Meningkatnya kebersihan
lingkungan dan kawasan ruang
terbuka hijau

- Operasional Kebersihan dan Persampahan

Catatan;
Uraian Visi berisi visi unit organisasi di baris atas kolom
1. Kolom 1 berisi nomor uryt




2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan dokumen Renstra

3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuaj dengan dokumen renstra

4, Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang selaras dokumen renstra

5. Kolom 5 berisi urajan tentang kegiatan yang mendukung capaian tujuan strategis




Identifikasi Kegiatan & Tujuan Kegiatan

Lampiran 1

! . i Keselarasan dengan

No Kegiatan Tujuan Kegiatan tuiuan/eaiaran Strategis Keterangan
1 2 3 4 5
1__|Peningkatan Jalan Kabupaten Adanya Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap selaras

2 _|Pembangunan Jalan Kabupaten Adanya Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap selaras

3 [Pembangunan Jembatan Kabupaten Adanya Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Yang Layak di Lalui selaras

4 _|Pemeliharaan Jalan Kabupaten Adanya Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap selaras

5 |Pemefiharaan Jembatan Kabupaten Adanya Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Yang Layak di Lalui |selaras

6 [Pembangunan Saluran Drainase Dan Trotoar Jumlah Saluran Drainase / Gorong- Gorong Yang Terbangun  [selaras

7 [Pembangunan Infrastruktur air minum

Masyarakat Perkotaan Dan Perdesaan

Persentase Jumlah Air Minum Dengan Jaringan Perpipaan Bagi

selaras

8 |Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih Kab, Pesisir Adanya Persentase Jumlah Air Minum Bagi Masyarakat selaras ]
Selatan Perkotaan Dan Perdesaan
9 [Pembangunan Prasarana Sanitasi Jumlah Bangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat selaras
10 |Optimalisasi Peningkatan Program Pamsimas Adanya Persentase Jumiah Air Minum Bagi Masyarakat selaras
Perkotaan Dan Perdesaan
11 |Pengembangan Hibah Air Minum Adanya Persentase Jumlah Air Minum Bagi Masyarakat selaras j
Perkotaan Dan Perdesaan
12 |Pembangunan Pamsimas Reguler Adanya Persentase Jumlah Air Minum Bagi Masyarakat selaras
Perkotaan Dan Perdesaan
13 _|Pembangunan Gedung kantor Jumlah Bangunan Pemerintah yang terbangun selaras
14 _|Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumiah Gedung Pemerintah yang direhab selaras
15 [Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase wilayah yang memiliki rencana tata ruang dan tata |[selaras
bangunan
16 |Operasional Pengendalian dan Pengawasan Ruang Persentase wilayah yang memiliki rencana tata ruang dan tata selaras
bangunan
17" |Operasional Kebersihan dan Persampahan Adanya Persentase Timbunan Sampah Terlayani Di lbukota Selaras

Kabupaten/Kecamatan




Lampiran 1

Catatan;

1. Kolom 1 berisi nomor urut

2. Kolom 2 berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko

3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan ataas kegiatan yang akan dilakukan penilzian risiko

4. Kolom 4 berisi uraian tentang keselarasan tujuan kegiatan dengan tujuan/sasaran diatasnya (strategis)




IDENTIFIKASI RISIKO

SKPD
Dampak pada
- - a8 3 I3 » - dagwm - |
No Kegiatan Tujuan yang diidentifikasi Pernyataan Risiko Pemilik Risiko Penyebab ian Tui
Capaian Tujuan
1 2 3 4 5 g
1 Peningkatan Jalan Kabupaten Adanya Persantase Jalan Dalam Kendis) Manisp Kurangnya alokasi danz yang diberikan pada OFD Kasi Pembangunan jalan dan [embatan  |Keterbatasan anggaran Persentase jaian kendisi mantap baium
barsangkutan {ercapai
2 Pembangunan Jalan Kabupaten Adanya Persentase Jalan Dalam Kondis! Meniap Kurangnya alckasi dana yang diberikan pags OPD Kasl Pembangunan jalan gan |embatan  |Ksterbatasan anggaran Fersentase jaizn kondist maniap belum
bersangkulan tercapal
3 Pembangunan Jembatan Kabupaten Adanya Jumiah Jembatan Dalam Kondisi Yang Layak o Lalu Keterbatasan anggaran dalam pengganiian jembatan  [Kazsi Pembangunan jaian gan jembatan  |Keterbalasan anggaran |umizh [embatan dalam kondisi yang layak di
yang iusak 51Ul tidak tercapal
B Pemeliharaan Jalan Kabupaten Adanya Persentase Jalan Dalam Kondsi Mantap Tiazk tercapainya persentasa tiap tahunnyz karena Kael Pemaliharaan jaian dan jembatan  |Ksterbatassn anggaran Persentase pamelinarzan [alan belum tercapa)
banysk jalan vang rusak
Pemelfiharaan Jembatan Kabupaten Adanya Jumiah Jembalan Dalam Kondist Yang Layak df Lalu/ Keterbatasan arggaran dalam pemeliharaan iembatan [Kas Pemeliharzan jslan dan jembafan  [Keleratasan anggaran Persentase pemelinarazn [embatan belum
vang rusak tercapal
Pembangunan Saluran Drainess Dan Jumiah Saluran Drainase / Goreng- Gorong Yang Terbangun Banyaknya saluran diainase ! gorong- gorong yang Kasi Al Minum dan Penyehatan Kurangnya SOM Persenizse saluran dalem kondisi baik lidak
Trotoar rusak Lingkungan lercapai
Pembangunan Infrastrukiur ar minum Persentase Jumiah Air Minum Dengan Jaringan Perpipaan Bagl [Kurangnys dana yang dinerikan pada OFD Kasl A Minum can Penyehatan Ksterbatasan anggaran persentase jumizh air minum bagi masyarakal
Masyarakal Perkolzan Dan Pardesasn bersangkulan Lingkungan perkelasn dan perdesaan beium fercapal
8 Pemeliharazn Saranz Prasarana Air Bersih Adanya Persentase Jumish Ar Minum Beal Masyarakat Perkolaan Kurananya dana yang diberikan paga OPD Kasi Air Minum dan Panyehatan Kelerbatasan anggaran persentase jumiah air minum bagi masyarakat
Kab. Pasisir Selatan Dan Pergesaan bersangkutan Lingkungan rerkotaan dan perdesaan bslum Istczpal
Pembangunan Frasarana Sanitasi Jumizh Eengunan Sanitasl Berbass Masyarakat Kurangnya dana yang dicerikan pada OFD Kasi Ar Minum dan Penyehatan Keterbatasan anggaran pereentsse jumish sanitasi bag! masyarakat
bersangkutan Lingkungan petkoiaan can perdessan belum tercapal
Optimalisasi Peningkatan Frogeam Adanya Perseniass Jumiah Ar Minum Bagl Masyarakat Perkolazn Kurangnya dana yang dibarikan pada OFD Kasi Air Minum dzn Penyehatan Keterbatasan anggaran [persentase Jurniah air minum bagi Mmasyarakal
Pamsimas Dan Perdesaan bersangkutan Lingkungan paikctasn dan perdesazan bejum tercapa:
Pengembangan Hibah Ajr Minum Adznya Persaniase Jumizh Air Minum Bagl Masyarakal Parvotaan Kurangnya dana yang diberikan pada OFD Kasi Air Minum dan Penyehatan Kelerbatasan anggaran perssntase jumigh air minum bagi masyarakal
Dan Perdesaan bersangktan Lingkungan parkolasn can pardesaan belum tarcapal
FambangUnan Pamsimas Reguter Adanya Persaniase Jumlah Ar Minum Bagi Masyarakal Parkolazn Kurangnya dana yang dibarikar; pada OFD Kast Air Minum dan Penyehatzan Keterbatasan anggaran pefsentase jumiah air minum bagi masyarskat
Dan Perdesazn |bersangkulan Lingkungan perkotaan dan perdssaan belum tercapai
Pambangunan Gedung kantor Jumizh Bangunan Pemerintan yang terbangun Banyaknys gedung pemeninian yang rusak staudi Kasi Penataan Bangunan dan Kurangnya SDM Jumiagh bangunan pemarintan yang di
fehabiltasi Pengembangan permukiman Bangun / di rehat belum terca al
Rehabilitzsi Sedang/Berat Gedung Kanter [Jumiah Gedung Pemeriniah yang dirshab Banyaknya gedung pemerintan Yang russk atau ¢ Kasi Penatazn Bangunan dan Kurangnya SDM Jurmiagh bangunan pamerintah yang di
rehabilitgsi Peni ngan pemmukiman Langun / dl rehab belum tercapai
Panyusunan Kebijakan Pengendalian Parsentase wilayah yang memiliki rencana tata fuang dan ista Pembangunan yang lidek sssua: dengan psrencanaan Kasf Penalaan Ruang Keterbatasan anggaran Persentase kesssuaian Ppemanfaalan ruang
Pemaniaatan Ruang bangunan \ata ruang fencana tata ruang belum fercacal
Cperasional Pengendahan dan Persentase wilaysh yang memilii rancana tata ruang dan 1ata Pembangunan yang lidak sesuai dangan perencanaan |Kasi Penalaan Ruang Keterbatasan anggaran Persentass kesesliaian pemanfaatan ruang
Pengawasan Ruang Bangunan lata rual TEncana tata rwang belum tercara
Opetasional Ksbersihan dan Persampahan |Adanya Persentase Timbunan Sampah Terlayani Di loukota Banyaknya sampan ¥ang belum feftangani o setiap Kasi Kebersihan Kurangnya SEM Persenlese sampan yang teflayani belum
Kabupaten/Kecamatan kecematan tsreapai




SKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB, PESISIR SELATAN

ANALISIS RISIKO

Tujuan yan Pemilik Dampak pada o Skor | Total
ujuan ya B s
No di c:en " f'fkasgi Pernyataan Risiko Risiko Penyebab Capaian Tujuan Kemungki [Dampa| Skor
nan terjadi (7x8)
1 2 3 4 ] 6 7 ]
1 |Adanya Persentase Jalan Dalam 1 |Kurangnya alokasi dana yang dibsrikan Kasi Pembangunan jalan|Ksterbatasan anggaran Persentase jalan kondisi mantap 3,00 2,00 6,00
Kondisi Mantap pada OPD bersangkutan dan jsmbatan belum tercapai
2 |Kurang lengkapnya update data jalen dalam | Kasi Perencanaan jalan (Kurangnya SDM Data Jalan dalam kondisi 4,00 2,00 8,00
kondisi mantap gan jembatan mantap balum valid
3 |kurang tercapainya parsentase jalan dalam | Kasi Pembangunan jalan [Jenis Kendaraan Yang Lewat Kondisi mantap bslum tercapai 300 2,00 6,00
kondisi mantap karena adanya overload dan jembatan karena kendaraan yang melewati
beban muatan lebih pada jalan jalan melebihi tonase
4 |Tidak tercapainya persentass tiap tahunnya |Kasi Pemelinaraan jalan |Keterbatasan anggaran Persentase pemeliharaan jalan 3,00 2,00 6,00
karena banyak jalan yang rusak dan jambatan belum tercapai
2 |Adanya Jumiah Jembatan Dalam 5 |Keterbatasan anggaran dalam penggantian [Kasi Pembangunan jalan [Keterbatasan anggaran jumlah jembatan dalam kondisi
Kondisi Yang Layak di Lalui jembatan yang rusak dan jembatan yang layak di falui tidak tercapai 3,00 2,00 6,00
6 |Kurang lengkapnya dats jumlah jembatan  [Kas] Pambangunan jalan Kurangnya SDM Jumlah jembatan dalam kendisi 300 500 6.00
dalam kondisi baik dan jembatan baik belum memadai ' 2 '
7 |Keterbatasan anggaran dalam pemeliharean|Kasi Pemeliharaan jalan |Ksterbatasan anggaran Persentase pemeliharaan
j n yang rusak dan jembatan jembatan belum t i
jembatan yang rusa jem Jembatan belum tercapai 300 200 5.00
Kurangriya SDM Kurangya kemampuan pegawal
dalam pemelihraan jembatan
RHERE e 3,00 2,00 6,00
3 |Jumlah Saluran Drainass / Gorong- | 8 Banyaknya saluran drainass / gorong- Kasi Air Minum dan Kurangnya SDM Persentase saluran dalam
Gorong Yang Terbangun gorong yang rusak Penyshatan Lingkungan kondisi baik tidak tercapai
3,00 2,00 6,00
4 |Persentass Jumlah Air Minum § [Kurangnya dana yang diberikan pada OPD [Kasi Air Minum dan Keterbatasan anggaran persentasa jumiah air minum
Dengan Jaringan Perpipaan Bagi bersangkutan Penyehatan Lingkungan bagi masyarakal perkotaan dan 5
Masyarakat Perkotaan Dan perdesaan belum iercapai 2,00 2,00 4,00
Perdesaan
5 |Adanya Persentase Jumian Air 10 |Kurangnya dana yang diberikan pada OPD [Kasi Air Minum dan Ketsrbatasan anggaran persentase jumlah air minum
Minum Bagi Masyarakat Perkotaan bersangkutan Penyehatan Lingkungan bagi masyarakat perkotaan dan 0 200 00
Dan Perdesaan perdesaan belum tercapai 40 ! 4-}




| Kabupatsn/Kecamatan

Skor Skor | Total
j . Pemilik Dampak pada .
No ::3::;: f%’::s? Pernyataan Risiko Risiko Penyebab Ca aig L fo ik Kemungki |Dampa| Skor
P ! nanterjadi| k (7x8)
1 2 3 4 5 6 T 8 9
6  |Jumlah Bangunan Sanitasi Berbasis | 11 Kurangnya dana yang diberikan pada OPD |Kasi Alr Minum dan Keterbatasan anggaran persantass jumlah sanitasi bagi
Masyaraxat bersangkutan Penyehatan Lingkungan masyarakat perkotaan dan 200 2,00 4,00
perdssaan belum tercapaj '
7 |Jumlah Bangunan Pemerintah yang | 10 (Banyaknya gedung pemerintah yang rusak |Kasi Panataan Kurangnya SDM Jumlagh bangunan pemerintah
terbangun atau di rehabilitasi Bangunan dan yang di bangun / di rehab belum 200 200 400
Pengembangan tercapai ' ! ’
parmukiman
8  |Jumlah Gedung Pemerintah yang | 11 [Banyaknya gedung pemenintah yang rusak |Kasi Penataan Kurangnya SDM Jumlagh bangunan pemerintah
direhab atau di rehabllitasi Bangunan dan yang di bangun / di rehab belum 200 200 100
Pengembangan tercapal ’ : !
permukiman
9 [Perssntass wilayah yang memiliki | 12 |Pembangunan yang tidak sesuai dengan  [Kasi Penataan Ruang  |Keterbatasan anggaran Persentase kesssuaian
rencana tata ruang dan tata Perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang rencana tata 3,00 2,00 6,00
bangunan ruang belum tercapai
10 [Adanya Persentass Timbunan 13 |Banyaknya sampah yang belum tertangani [Kasi Kebersihan Kurangnya SDM Persentase sampah yang
Sampah Teriayani Di Ibukota di sstiap kecematan terfayani belum tercapai 2,00 2,00 4,00

Ket:
Kolorn 1 berisi no urut

Kolom 2 berisi uraian risiko yang diidenfifikasi

Kolem 3 berisi pemilik atay pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut
Kolom 4 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko

Kolom 8 berisi nilaj kemungkinan apabita risiko tersebut terjadi
Kolom 7 berisi nilai Dampak terjadinya risiko tersebut.
Kolom 8 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7

1

2

3

4

5 Kolom 5 berisi dampak yang terjadi apabila risiko terssbut terjadi
i}

7

8




Keterangan:

Tingkat | : Level risiko sangat rendah
Tingkat Il : Level risiko rendah
Tingkat Il : Level risiko tinggi
Tingkat IV : Level risiko sangat tinggi

PETA RISIKO




RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

SKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. PESISIR SELATAN

Ksbupaten/Kecamatan

setiap kecamatan

Pez‘sap kecamatan

sampah dl setiap lokasi

c Pengendalian
Tujuan yang Pengendalian yang | Pengendalian yang Efektivitas . Penanggung Waktu
No & ! . Pernyataan Risiko yang masih
dildentifikasi Harus ada sudah ada Pengendalian yang ada 3 Jawab Pelaksanaan
dibutuhkan
1 2 3 & 5 & 7 8 g
Adanya Persentase Jalan Dalam Kurangnya alakasi dana yang diberikan pada SOP Pengadaan, Renja, "
2 lok; n ulan Dana Ke APBN rang efektif OPrD 2019
% Kondis| Mantap OPD bersangkutan =g okeslay Bana Pengusulan Dan 8 Kurang efe Renstra
. 3 ‘- : perlunya percepatan
Kurang lengkapnya update data jalan dalam |updste data jalan dalam kondisi f.:pdate data Jalan sudah di Kurang efekt pamittatann kondil PRK/PETK J010
kondisl mantap mantap input ialan
kurang tercapainys persentase [alan dalam Pembatasan muatan pada jalan adanya pengawasan di
T ' ya ase : L .
lal g1 & al m i bebagai pihak pada
kondisi mantap karena adanya overload meldlul koor .lnasl dengan .adanya ReMasaARgT by Kurang efekti ag%; PiNak pa oPD 2019
) Instansi terkait (perhubungan  |jalan tonase kendaraa yang
beban muatan Jebih pada falan e ;
dan kepolisian) memakai jalan
Adanya Jumizh Jembatan Dalam Keterbatasan anggaran dalam penggantian . Pengusulan Dana melalui 1 butuhnya keerdinasi
P tokas ana Kurang efsktif orp 2019
z Kondisi Yang Layak di Lalul jembatan yang rusak PR Kazan Dan proposal rang etk dengan tim TAPD
i _ pendataan jembatan perlunya percapatan
I b P dal
Kurang Iengkapnya data jumiah jembatan end-aFaar! data jembatan dalam dilakukan pada tahun Kurang efaktif pendataan jembatan PPK/PPTK 2019
dalam kondisi baik kandisi baik ) :
berjatan dalam kondisi balk
P I i h i
Keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan Pengalokasisn Bana engusulan Dana melalui Kurang efektif butu nva.; koordinasi orD 5019
Jembatan yang rusak propesal dengan tim TAPD
penanganan pemabangunan .
Jumiah Sal Drai G - | B k d - o h
miah Saluran Drainase:/ oreng-| Banyaknye saluran rainase / gorong salilEan disinece Vang rusak adanya penggantian saluran Kurang efekeif butuh pereepatan BRK/PPTK 2019
Gorong Yang Terbangun gorong yang rusak ; drainase/ Borong2 yang rusak Penanganan
lebih cepat lagi
Persentase Jumlah Alr Minum —[
Dengan Jaringan Perpipaan Bagi Kurangnya dana yang diberikan pada OPD SOP Pengadaan, Renja
Pengalok P f ” 4
yarakat Perkotaan Dan bersangkutan engalokasian Dana engusulan Dana Ke APBN Kurang efektif ReTditrs OPD 2018
Adanya Persentase jumlah Air
. dan diberil D ;
Minum Bagi Masyarakat Kurangnya dana yang diberikan pada.Op Pengalokasian Dana Pengusulan Dana Ke APBN Kurang efektif SOP Pengadann, anja OPD 2019
bersangkutan Renstra
Perkotaan Dan Perdesaan
lumlah Bangunan Sanitasi Kurangnya dana yang dibarikan pada OPD g SOP Pengadaan, Renja,
Berbasis Masyarakat bersangkistan Pengalokasian Dana Pengusulan Dana Ke APEN Kurang efektif Retia aPD 2019
Jumiah Bangunan Pemerintah Banyaknya gedung pemerintah vangrusak  |Adanya pendataan gedun adanya rehab gedun, butuhnya koordinasi
7 - e : va p Bedlung Yarenaligedung Kurang efektif ¥e PPK/PPTK 2018
yang terbangun atau di rehabilitasj Pemerintah yang rusak pemerintah dengan tim TAPD
Jumlah Gedung Pemeérintah ¥ang |Banyaknya gedung pamerintah vang rusak  |Adanya pendataan gedung adanya rehab gedung butuhnya keordinasi
8 g ; i iF
direhab 3tau di rehabititasi pemerintah yang rusak pemerintah Kurang efektif dengan tim TAPD PPK/PPTK 2019
Persentase wilayah yang memiliki ' Adanya ngunan yaj
8 |rericans o ru:ng :aniﬂm Pembangunan yang tidak sesuai dengan seiuna‘l‘ dz:m!:a E:"::;:ﬁ:: Adanya pengendalian K fektif butuhnya kaordinasi PPK/PET 2019
b' perencanaan tata ruang a0 pe perencanaan ruang MEERg e dengan tim TAPD
angunan ruan
Adanya Persentase Timbunan " "
10 |Sampah Terlayani Dl Ibukota Banyaknya sampah yang belum tertangani di adanya penangan sampah di adanyz tempat psmbuangan Kurang efektif Rhasyarakst PPK/BETK 2019

Ket:

1 Kolom 1 Diisi dengan nomor urut

2 Kolom 2 Diisi uraian risike yang diidentifikasi




-

ol Pengendalian

Tujuan yang Pernyataan Risiko Pengendalian yang Pengendalian yang Efektivitas ya:g il Penanggung Waktu

dildentifikasi ¥ Harus ada sudah ada Pengendalian yang ada dibutiibikan Jawab Pelaksanaan
2 | 3 4 5 5 7 | 8 9

O~ W obsow

Kalom 3 Dijisi dengan Pengendalian yang harus ada atas Risiko

Kolom 4 Diisi Pengendalian yang sudah ada

Kalem 5 Diisi Efektivitas Pengendalian yang ada

Kolom 6 Diisi Pengendalian Yang masih dibutuhkan

Kolem 7 Diisi dengan nama Penanguungjawabs untuk pengendalian

Kolom 8 Diisi dengan rencana waktu pelaksanaan perbaikan pengendalian




INFORMASI DAN KOMUNIKASI

SKPD
Tujuan yang Pengendalian Yg Bentuk/ Sarana ! , Penerima Waktu
No . f . i o S Penyedia Informasi =
Diidentifikasi Direncanakan Koemunikasi Informasi Pelaksanaan
1 Z 3 4 5 8 ¥
isikan sesuai dengan pengendalian yang wakiu pelaksanaan kapan
masih dibutuhkan (Kolom 7) dalam shest menyediakan
B. Keg pengendalian informasi,BUKAN WAKTU
PELAKSANAAN
MESIATAM
Adanya Persentass Jalan Dalam Kondisi . o : Surat undengan, bahan expost, laptop, ; . Seluruh staf terkait, Kepala 2 minggu sebelum
1 Mantap butuhnya koordinasi dengan tm TAPD iifokiie, Tk Bupati, Kepala OPD, Sekrataris, PPTK OPDisekretaris pefakeanaan
Perlunya percepatan pendataan kondisi Dokuiian PPTK/PRK Seluruh staf t?rka:t, Kepala 1 tabiin
jalan OPD/sekretaris
adanya pengawasan di bebagai pinak pada sosialisasi PPTH/PPK Masyarakat 1 tahun
tonase kendarza yang memakai jalan
2 Adanya Jumlah Jembatan Dalam Kondisi S . Surat undangan, bahan expost, laptop, ; . Seluruh staf terkail, Kepala —!
Yang Leyak di Lalui butuhnya koordinasi dengan im TAPD ki, Fikior Bupati, Kepala OPD, Sekrataris, PPTK OPDieekrstaris € bulan
perluny perospatan pendataan jembatan Dokumen PPTK/PPK Seluruh staf terkait 1 tahun
dalam kondisi baik
Jumlzh Saluran Drainase / Gorong- Gorong Surat undangan, bahan expost. laptop, y g Seluruh staf terkait, Kepala
3 Yang Terbangun butuh percepatan penanganan infokus, MOU Bupati, Kepala OPD, Sekretaris, PPTK OPD/sekrataris 1 tahun
Persantase Jumlah Air Minum Dengan .
4 |Jeringan Perpipaan Bagi Masyarakat SOP Pengadaan, Renja, Renstra §wat undangan, bahan expost, aptop, Bupati, Kepala OPD, Sekretarie, PPTK Seluruh stet tjerkait, Hensta 8 bulan
infokus, MOU OPDisekretaris
Perkotaan Dan Perdesaan
Adanya Persentase Jumiah Air Minum Bagi ; Surat undangan, bahan expost, laptop ; : Seluruh staf terkait, Kepala
5 . " T
Masyarakat Perkotaan Dan Perdesaan SOP Pengadazn, Renja, Renstra infokus, MOU Bupet Kepala OPD, Sekvetaris, PPTK OPD/sekretaris i
Jumlsh Bangunan Sanitasi Berbasis ; Suraf undangan, bahan expost, laptop, : ; Ssluruh staf terkait Kepala
8 SOPP , Renja, R , : ' ; - -
Masyerekat ‘engadaan, Renja, Renstra infokus, MOU Bupai, Kepala OPD, Sekrstaris, PPTK OPDlsekretaris 6 bulan
Jumlah Bangunan Pemerintah yang p— . Surat undangan, bahan expos!, laptop . ) Seluruh staf terkait, Kepala
7 : ; f
terbangun butuhnya keordinasi dengan tm TAPD infokus, MOU Bupati, Kepala OPD, Sekretaris, PPTK OPDlsekretaris 1tahun
’ . i . Surat undangan, bahan expost, laptop, ) ; Seluruh staf terkail, Kepala
&  |Jumlah Gedung Pemerintah yang dirshab |butuhnya koordinasi dengan tim TAPD infokus, MOU Bupati, Kepala OPD, Sekreteris, PPTK OPDlsekrataris 1tahun
o Persentase wilayah yang memiliki rencana butuhnya koordinasi dengan tim TAPD Surat undangan, bahan expost, laptop, PPTK/PPK Masyaraicat o

tata ruang dan tata bangunan

infokus, MOU




Tujuan yang Pengendalian Yg Bentuk/ Sarana . : Penerima Waktu
No it e . L Penyedia Informasi -
Diidentifikasi Direncanakan Komunikasi Informasi Pelaksanaan
1 2 3 4 5 8 7
Adanya Persentase Timbunan Sampah _ A
10 Tertayani i Ibukot KabupaterrKecamatan Masyarakat sosislisasi PPTK/PRK Masyarakat 1/tahun
Keterangan:
1 Kolom 3 : Diisi dengan Informasi
2 Kolom 4 : Uiisi dengan Beniuk dan Sarana
3 Kolom3: Dissi dengan Kepela Satuan Kerja,
4 Kolom & : isl den gan saat tertanty,




SKPD

DAFTAR RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan yang akan di unakan
Tujuan yang Matode T = Tindakan Korektif
Diidentifikasi Uraian Pengendalian Pemantauan Yang Diperlukan
O SERS yang ada Metode Pemantauan Dilakukan Oleh Waktu g2ip
2 | 3 4 ] 5 [ | 7 B =

diambil dari Kolom 2 {tujuan yang isikan sesuai dengan pengendalian

untuk pemantauan berkelanjutan oleh
Filih : Atasan Langsung;
Pamantauan berkelanjutan /

Evaluasi Terpisah /

Sudah ada / belum

untuk Evaluasi Terpisah dan(atau)

dapat diisi setelah dilakukan
pemantauan, apabila masih

Jumizh Saluran Drainasa / Gorong-
Gorong Yang Terbangun
Persentase Jumlah Air Minum

butuhnya koordinasi dengan tim TAFD

sudsh ads Pemantauan berkelanjutan atzsan langsung

2 kali setahun

i : ; han ata
diidentifikasi) sheet 7. infokom ::‘:m me:ih;ﬂb:tuhkan {::;:?a? ;!:h a::s?:’,'m.m Pemantauan Tindak Lanjut Pemantauan Tindak Lanjut terhadap ;f::rﬁg:‘:m : :giataun
Sheets. Keg peng khugsus g . terhadap rekomendasi hasil audit rekemendasi hasil audit dan reviy ngendalian terpantay
2 dan reviu lainnya lainnya oleh APIP (Inspektorat/ BPK/ peng P
i BPKP)
R | | [ [ |
Adanyg Persentase Jaizn Dalam SOP Pengadaan, Renja, Renstra sudah ada Pemantauan berkelanjutan atasan langsung 2 kali setahun
Kondisi Mantap
!;?:;myap epaten pendataan kondis sudah adz ‘F'amantauan berkelanjutan atasan langsung 1 kali setahun '
adenya pengawasan di bebagai pihak
pada tonase kendaraa yang memakai sudah ada Pemantauan berkelanjutan atasan langsung 1 kali setahun
jalan
2 |Adanya Jumiah Jembatan Dalam . . , 1 , )
L Kondisi Yang Layak di Lalu; butuhnya koordinasi dengan tim TAPD sudah ada Pemantauan berketanjutan atasan langsung 2 kali setahun
perlunyz percepatan pendataan jembatan I ) ;
dalam kondis) baik sudsh adzs Pemantauan berkelanjutan atasan langsting 1 kali setahun

Dengan Jaringzn Perpipaan Bagi . i

Masyarakat Perkotazn Dan butuh percepatan penanganan sudah ada Pemantauan berkelanjutan alasan langsung 2 kall setahun

Perdessan

Adanya Persentase Jumish Alr

Minum Bagi Masyarakat Perkotsan [sOp Pengadsan, Renja, Renstra sudah ada Femantauan berkelznjutan atasan langsung 2 kali setahun

Can Perdesaan

:;mﬁr:k:'g nan Sanitasi Berbasis SOP Pangadaan, Renja, Renstra sudah ada Pemantauan berkelanjutan atasan langsung 2 kali setahun )

Jumish Bangunan Pemerintah : I

te!:asr:gun e SOP Pengadaan, Renja, Renstra sudah ada )Pemanfauan berkelanjutan atasan langsung 2 kali setahun ‘

oo

;::!ihb Gedung Pemerintah yang (butuhnya koordinasi dengan tim TAPD JPemantauaﬁ berkelanjutan atesan langsung 2 kali setzhun ‘
8 |Persentase wilayah yang memiliki

rencana tata ruang dan tata butuhnya koordinasi dengen tim TAPD Pemantauan berkelanjutan atasan langsung 2 kali setahun

bangunan

Adanya Persentase Timbunan
Sampah Terlayani Di lbukats
Kabupsten/Kecamatan

butuhnya koordinasi dengan fim TAPD

Keterangan :
1. Kolom 1 Diisi dengan nomor urut
2. Kolom 2 Diisi sesuai Pengendalian yang mengalami penyempuranazan

alasan langsung 2 kali setahun

Pemantauan berkelanjuten




~N o e W

Kolom 3 Cukup jefas
Kolom 4 Dilsi dengan Atasan/Tim Khusus/APIP

Kelom 5 Diisi dengan Fihak/Pejabat yang bertanggungjewab melakukan pemantauan
Kolom 6 Cukup jelas

Kelom 7 Tindakan yang diperlukan apabila diperiukan penyempurnaan lebih lanjut




